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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Batu Lambang, 16 Desember 1980,
agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU
SELATAN Manna, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Subang, 29 September 1974, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, semula
tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN,
sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik
Indonesia (Ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17
Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mna,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 28 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Nomor
Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam sebagaimana ternyata
dari Kutipan Akta Nikah Nomor 998/139/VII/2005 pada tanggal 28 Juli 2005;
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2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tanggal di rumah kontrakan Jalan Kartini 6 Blok | no.4 Kelurahan Sungai
harapan, kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya pindah ke rumah
milik bersama di Perumahan Kartini Raya Kelurahan Sungai Harapan,
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, lalu pindah ke rumah orang tua
Penggugat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN dan akhirnya berpisabh;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah
bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak pertama
bernama, Farhan saputra, laki-laki, umur 13 tahun,dan anak kedua
bernama Rifa Jailani, laki-laki, umur 7 tahun, anak ikut Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis
kurang lebih selama 8 tahun, kemudian sejak Agustus 2013 sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena;
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan

Penggugat;

a. Tergugat tidak terbuka dalam hal ekonomi;

b.  Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin;

c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir batin;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat
dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak November 2019.
(Penggugat tetap di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN
BENGKULU SELATAN, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi
keberadaanya diwilayah Rl (GHAIB)), selama berpisah antara Penggugat
dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak
memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 bulan;
7. Bahwa, Kurang lebih sejak November 2019 hingga sekarang, Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang
sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim
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kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat tetapi tidak
juga membuahkan hasil;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak
mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan
terbaik adalah bercerai walaupun harus menanggung biaya yang ada dan
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan
putusan sebagai berikut;

PRIMER
Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang selaku wakil atau
kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Manna sebanyak dua kali
melalui Radio Surya Mitra Swara, tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli
2020, yang telah dibacakan di depan persidangan, sedangkan tidak ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh tanpa suatu halangan
yang sah, sehingga dengan keadaan yang demikian perkara ini tetap dapat
diperiksa, sekalipun keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, Majelis hakim telah menyarankan Penggugat agar
mengurungkan maksudnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan
Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak
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pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil serta alasan-alasannya itu,
Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:
1. Bukti Surat.
. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Nomor 998/139/VII/2005 Tanggal 28
Juli 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup,
kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
o Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 191/K/KDS-
BTL/BS/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXX XXXX XXXXXXX,
tanggal 16 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai
cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua
Majelis;
2. Bukti Saksi.
SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
XXXXX XXxXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, di
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :
- bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di kota Batam, kemudian pindah dan terakhir kali berumah
tangga di Manna;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2
orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama satu tahun, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;
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- bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, Tergugat malas bekerja.

- bahwa keluarga sudah tiga kali mengupayakan damai namun
tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XxXXxxxx
XXXXXX XXXXX, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, KECAMATAN , di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di kota Batam, kemudian pindah dan terakhir kali berumah
tangga di Manna;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2
orang anak, kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal kurang lebih selama satu tahun, Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat;
- bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi;
- bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis
kurang lebih selama 8 tahun, kemudian sejak Agustus 2013 sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat tidak
terbuka dalam hal ekonomi yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, untuk itu jalan terbaik adalah
bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
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sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan
Tergugat pada tanggal 28 Juli 2005, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 28 Juli 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi
yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan bukti P.2, maka Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah
dikaruniai 2 orang anak;

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi;

- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih satu tahun;

- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini

tidak diketahui keberadaannya;
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Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-
istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan
memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu
rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut
sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian
juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
kurang lebih selama satu tahun hingga sekarang, yang sebelumnya telah
didahului dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
disebabkan faktor ekonomi, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sedemikian rupa
sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah
tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali karena telah terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus yang tidak ada harapan
untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara
Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi
Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qgaidah fighiyah,
sebagai berikut :

ool > e 390 dawlaoll 5,0
Artinya : “mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang
termaktub dalam Kitab Ghayatul Maram, sebagai berikut :

aglle uolell ade sl lg= 9] azg ll ans, pacaiwl 0l
Artinya : “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di
saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami

dengan talak satu;”
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-
dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta
telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah,
maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana
ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu ba’in
sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya
perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Manna pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Rifqi Qowiyul Iman, L.c.
sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.l dan Pinta Zumrotul

lzzah, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
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diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Neli
Sakdah,S.Ag.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Neli Sakdah, S.Ag., S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 150.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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